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Nomor S'c@/c'c(@,/'\\ﬁ»&‘ct/ s Kepada Yth,
Lampiran : a(cwmgrt) Lwaber - " Ketua Komisi Informasi
Perihal : Laporan Layanan Informasi Tahun 2021 Provinsi Banten

Di

Tempat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun
2010 BAB VII Pasal 36 tentang Laporan dan Evaluasi. PPID Pembantu
diwajibkan membuat Laporan Layanan Informasi paling lambat 3(tiga) bulan
setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini kami
sampaikan Laporan Layanan Informasi Tahun 2021 dari Dinas Kesehatan
Provinsi Banten.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Sekretaris

’

Ismail /§.STP, M.Si
Pefbina / IV a
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LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2021

DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
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1. Kebijakan Pelayanan Intoritlass & ==
Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Publik juga merupakan bagian untuk
Keterbukaan informasi

Keterbukaan Informasi
mewujudkan pemerintahan yang baik.

publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat

dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Merupakan syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang

baik dan transparan melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam

memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan

infromasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui
keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang

bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan

publik.

2. Pelaksanaan Informasi Publik
Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional,
proporsional, dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :
Senin — Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
Jum’at : Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB
Transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap Kkinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang
upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang
baik.
a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik. Pelayanan
informasi dengan membangun dan menyediakan layanan
informasi dan  dokumentasi publik melalui  website

https:/ /dinkes.bantenprov.go.id/

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi
Publik dan Kualifikasinya.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten.,

3. Rincian Pelayanan Informasi

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik
Laporan Permohonan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2021.

b. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi
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Dalam memberikan pelayanan  informasi kepada pemohon
informasi, PPID Pembantu Dinas Keschatan Provinsi  Banten
menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada hari
kerja Senin sampai Jum'at,

Informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh)  hari
kerja sejak permohonan informasi  diterima  olech PPID  dan
perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

C. Juml 1h Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik Tahun 2021
[ - — S
No Permohonan J Jumlah
1 [Permohonan y \.m;, masuk i() Permohonan
2 [Permohonan \'nng diterima 16 Permohonan
— ;
3 [Permohonan \‘\m, ditolak 3

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka,
akuntabilitas dan transparan tidak lepas dari peran pemerintah yang
terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik
maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih dengan
berlakunya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung
menjadikan keterbukaan sebagai hal mendasar dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Sengketa informasi antara Dinas Keschatan Provinsi Banten
dengan pemohon informasi atas nama pemohon informasi :

1. TB Azy Adha Okta Yana, pemohon informasi yang melaporkan
Dinas Kesehatan Provinsi Banten ke Komisi Informasi mengenai
permohonan informasi Permintaan Data Realisasi
Penyerapan/ Penggunaan Pembiayaan dan Jaminan
Pemerliharaan Kesehatan Sumber Dana APBD Provinsi
Banten T.A 2019. TB Azy Adha Okta Yana sudah meminta
informasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui PPID
Pembantu  tanggal 09 Juni 2020 dan tanggal 24 Juni 2020
mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah sebagai
atasan PPID pada tanggal 3 Agustus 2020 megajukan surat
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi
Informasi Provinsi Banten. Tanggal 6 Agustus 2020 permohonan

penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register
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070/ VI /KI BANTEN-1S/2020, 14 April 2021 st Paatipyilig

siding awal nomor 084/1IV/KIPBANT 1N 121 4

812001, anppsl 4
I — .
April 2021  salinan putusan/penctapan Koo

2 Inforinze)
Provinsi Banten menolak

permohonan  senploets

inforemssj,
pemohon tidak memenuhi batas walktu pe

NEajuan perrmohionar
penyelesaian senglket dalam perkara,
2. Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia (JIPKI), pemohon infortnzse

yang melaporkan Dinas Keschatan Provinsi Banten ke Komisi

Informasi mengenai permohonan informasi Permintasan etz
Realisasi Penyerapan/ Penggunaan Bantuan Operasionz]
Kesehatan (DAK) Sumber Dana APBD Provinsi Banten T.A
2019. Jaringan Peduli Keschatan Indonesia (JPKI)  sudzh
meminta informasi ke Dinas Keschatan Provinsi Banten  melalui
PPID Pembantu nomor 044 /JPKI/BANTEN/VII /2020 tanggal |
Juli 2020 dijawab tangal 10 Juli 2020 nomor surat
900/1879/kes-set/VI[/2020 dan tanggal 21 Juli 2020
mengajukan keberatan Kepada Seckretaris Daerah schagzi
atasan PPID dengan nomor surat 044A/JPKI/BANTEN /VII/2020,
pada tanggal 14 September 2020 megajukan surat permohonan
penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi
Provinsi Banten. Tanggal 17 September 2020 register
permohonan penyelesaian sengketa informasi no 094/IX/KI
BANTEN-PS/2020. Tanggal 5 Agustus 2021 panggilan sidang no
156/VIII/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 10 Agustus 2021
sidang pemeriksaan awal termohon tidak hadir dalam
persidangan, tanggal 9 Agustus mengajukan surat permohonan
penundaan siding pembacaan sengketa Informasi Publik no
800/2384 /kes-set/VII[/2021. Tanggal 12 Agustus 2021 surat
panggilan pemeriksaan awal 2 nomor 163/VIII/KIPBANTEN-
RLS/2021. Tanggal 18 Agustus 2021 surat putusan Komisi
Informasi Provinsi Banten Nomor 094/IX/KI BANTEN-PS/2020
menolak permohonan sengketa informasi, pemohon tidak

mémiliki legal standing dalam perkara.

5. Kendala ekternal dan Internal
a. Sudah ada SOP pelayanan informasi publik tetapi belum

tersosialisasi dengan baik
b. Kurangnya Sumber Daya Manusia
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¢. Format formulir permintaan informasi publik dan pengaduan

belum online

d. Tidak ada alokasi anggaran untuk PPID Pembantu

6. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi publik
a. Penguatan komitmen dan kapasitas pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi
b. Perlu adanya pemhaman lebih lanjut tentang PPID kepada
masyarakat, terutama tata cara permohonan informasi kepada

badan publik.
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